
BUPATISOLOK
PERAAUEAN BUPATT SOLO(

l{oMoR 37 TAqt'N 2OU

TENTANG

UMT T,AYAI{AN PENGA.DAAT{ AARA]IG/JASA

DI LINCKUNOAN PEMERINTAII DAERAII I'ABUPATEN SOLOK

DDNGAN RAHMA'I TUHAN YANG MAHA ES4! .

BUPATI SOLOK,

benwa dalam rangka meningkatkd efisiensi, efektiitas,

trmspdansj, lercaingan sehat, dd aluntabilitas dalam

pelaksanad pengadam bdang/jasa pemerintan, telarl

ditet4pko Peratu.@ Bupati Solok Nomor 47 Tdnun 2012

tentmg Unit Laydd Pengadad Bddg/Jasa dd Layanan

Pengadas secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah

Daerall Kabupaten Soloki

bahwa berdasdrkan evaruasi te.hadap pelal<sanad Peratlran

Bupati tersebut dan perkembangan peraturan perunddg

unddgan, Peraturan Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2012

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dd laydm

Pengadam Secara Elektronlk di Lingkungm Pemerintan

Dae.€i Kabupaten solok perLu digmti;

bahwa berdasdkan pe.tidbsgan sebagdmda dimaksud

dalm huruf a dm huruf b perlu menetapkd Peraturd

Bupati tentang Unit kyanan Peneadad Bdang/Jasa dan

Laymm Pengadan secara Elektronik di Linckungd

Pemerintei Daerah Kabupaten solok;

undang-Undang Nomor t2 Tdnun 1956 tentang PemEent!]{d

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi



5.

6.

3.

2.

Sumatela Tensah (L€mbtru Nesa.a Repubtik rndonesia Tahun
r9s6 Nomor 25);

Unddg Undang Nomo! 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahad

Daerah (Lehbdd Negara Republik Indonesia Tal1un 2OO4

Nomor 244, Tdbahan Lembarm Negda Republik lDdonesia

Nomor 5587) sebagaimda tebn diubab beberapa kali terakhi.

dengan UndMg Undang Nomor t3 Tanun 2015 tentdg

Perubanm (edua Atas Unddg,Unddg Nomo.23 Tahun 2014

tentsg Pemerintahd Daerarl (lembard Nesda Republik
indonesja T€nun 2015 Nomor 58, Tmbane Ledbdm Negara
Republik lndonesia Nono! 5679)j

Peraturd Pemeriotdn Nomor 39 Tahun 2004 renrang
Pemindahao Ibukota Kabupaten Solok ddi Wilayah Kota Solok

ke Kar! Aro-sukarami (Arosul{a) di Wliayah KecMat&

Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembdd NegaE Republik

Indonesia Tahun 2004 Noftor 137, Tambaid Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomo. 4447);

Peraturd Prcsiden Nomor 54 T.nun 2010 tentdg Pengadad

Bacng/Jasa Penerjntah (Lembdm Negara Republik Indonesia
Tanun 2012 Nodor 155) telan diuban beberapa kali, teml{hir

deng@ Peraturm Preslden Nomor 4 Talun 2015 tentdg

Perubahd Keempat Atas PeEtuIa Presiden Nomor 54 Tanun

2010 tentang Pengadad BddglJasa Petueriltan (lenbard

N€gda Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 'tambahm

Lembdd Nesda Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Kepala Lmbasa Kebijakd Pencadaan Barang/Jasa

Pemerintai Nodor 2 Tahun 2010 tentang layand Pengadaan

Peraturd Kepala Lembasa Kebijakd Pensadan Bddg/Jasa

Pemerint.n Nomo.5 Tdnun 2012 renthg Unit laydd
Pengadaan sebagaimana tebn diuban dengan pe.aturd Kepala

Lembasa Kebijatan Pensadaan Bdds/Jasa pemeintall

Nomor 2 Tanun 2015;



MEMUTUSKAN:

PERAAURAN BUPATI TENTANG UNIT

BAMNG/JASA DI LINGKUNGAN

XABUPATEN SOLOK,

LAYANAN PENGADMN

PEMDRINTAH DAERAH

BAB I

KRTENTUAN UMUM

Bagi@ Kesatu

Pengertid de Isribn

Pasar I

Dalam Peraturd Bupati ini, ymg dims]{sud dengd :

t. Dae-ai adalai KabDp,ren Soiok.

2. Pemerint€n Daerah adabn Bupati dm Perangkar daeran sebagai

unsu penyelenggda pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerai Kabupaten Solok.

4. Perogkat Daeran adalah Perangkat daeran pada Pemerintan

Daeran selaku pengeuna dssdd/penggula bdds ydg juga

melal{sdal<d pengeloiaan keumgd daech.

5. Lembasa Kebijal<m Pensadaan Bdmg/Jasa Pemerintah yds

seldjutnya disebut LKPP adalai lembaga Pemerintan yde

beltusas mengembmgkm dd meMuskan kebijakan

pengadad bddglasa sebasamda dimaksud dalam P€rature

Presiden Nomor 106 Tahu 2007 tentdg r€mbaga Kebijalm

Pengadaan Bddg/Jasa Pemerintah,

6. Pengsuna Anss@ ymg selanjutnya disebut denge PA adalah

pejabat pemegse kewendsm penggunas 4ccd4 untuk

melaksdakan tugas pokok dd fungsi Perd€kat Daeran ydg

?. (uasa Penggua Anggsd ydg seldjutnya disebut dengd KPA

adabn pejabat y@s dibei kuasa untuk nelaksm.l{d sebagian

kewenmgd penggua dssdd daim melaksanakd sebagid

rugas dcn tung:i Prrangkar Daerah v.rg d:pinpinaya .



8. Unit Lay@m Pensadd Bdang/Jasa yms selmjuhya disebut

den8d ULP €dal"n srru unir Jang lFrdtn d€ri oegaw"i D.g"{"'

ydg tebn memiliki sertrrrkat keailian pensadaan ba.ms/jasa

pemerintah, ydg dibentlrk oleh Bupati ydg bertugas secaF

khusus etul{ melal<sdake pemilihm penyedia batas/jasa di

lingkungd Pem€rintan Daerah Kabupaten Solok.

9. Kepala adalah &pala Unit L€yanan Pengadam Bddg/Jasa

Pemerinbn Daeran Kabupaten Solok.

10. Kelompok Keija ULP ymg selujutnya disebut dengan Pokja ULP

adabn kelompok kerja y@g terdiri dari pegawa-Pesawai ydg

telah memilikl sertifikat kea]1lid pensadaan bddg/jasa

pemelintah, ymg dibentuk oleh Bupati ymg bertugas secara

khusus untuk meldl{sdakan pemilihd penyedia bdmg/jasa di

lingkungm Pemenntan Daerah Kabupaten Solok.

ll.Pejabat Pensadaan adalah pelsonil ydg dilunjuk untuk

mdal<smakd Pengadaan Langsung.

12. Sertifikat Keat ian Peneada@ Bddg/Jasa adalah tdda bukri

pengalad dari Pemerintah atas kodletensi de kem@pud

profesi di bidang Pengadae Bdmg/Jasa.

13. P€nyedia bddg/jasa adakn badan usaha atau ordg

Perseorangan yang menyediaLm bddg / pekerjaan konstruksi

/ jasa konsultmsi / jasa lainnya.

l4.Dokumen Pengadaan adalan dokumen ysg ditetapkd oleh

UlPlPejabat Pengadd ydg memuat inlormasi dd ketentuan

yang hms dit@ti oleh pda Pihak dal@ proses Pengadam

ls.Kegiatan adalah bagian ddi prog.m ydg dilal<sanakd oleh

satu atau lebih unit kerja pada Perdgkat Dae€h sebagd bacid

dari pencapaim sasdd terukur pada suatu Progrm dM terdin

ddi sekumpuld tindalan penge.ahan s€eala sumbei daya baik

ydg berupa pe.sonil (sumber daya mdusia), bdds modal

temasul< peralatan dan teknologi, dda atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua j€nis sumberdaya rersebut sebagai

oasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalm

be.tul{ bddg/jasa-



16.Paket kegtatan adalti satu atau Penggabungd beberapa

pekerj@ pengadaan bdms maupu! jasa vdg dibuhrr*d

Perdgkat Daerah sebagai bagi4 ddi kegiato, ydg disediak@

oleh pensguna brsc/jasa melalui prcses pengadm

t7.Prcses !e!gada6 bddg/jasa penerintah adalan kegiatd

pensadad bdec/jasa ydg dibiayai dengd APBN/APBD dd

bdtud lainnya kecuali ditentuka lain oleh pemberi bdiuan.

la. Pelta Inregritas addlall surat pernyataan yang berisi ikrar untuk

melcegal dd tidak melal'akm kolusi, kotuPsi dan nepotisme

darm pengaden bdde/jasa.

19. Dokumen pengadad adalah dokumen ydg ditetaPka oleh

Pokja ULP ydg memuat infomasi do ketentl$ vdg hafus

ditaati oleh Pda pihak dald Pioses,pengadaan barangrasa

20. Laydd Pengadan Secda Elektrcnik ydc selejutnya disebut

dengan LPSE adalai unit kerja ydg dibenhrk oleh BuPatl untuk

menyeLenggda&m sistem pelayano pengadau b4os/jasa

secda elsktronik di lingkungm Pemernt.n Daerai Kabupaten

21- Strategi Pengada@ adabn usaha terbaik ysg dilakukm utuk

mencapai tqjud pensadMn dalam nendapatk@ bddg/.jasa

yeg tepat kualitas, tepat kudtitas, tepat waltu, tepat sumber

dan tep;t hdga be.dasdkm aturan/prosedur, etika, kebjjakm

dd pnnsip pengadad.

22-PenEadae Bddg/Jasa ydg bersifat sbategis adal3n

Pengadae Bardng/.2sa dal.n rdgka oercdpaia Progrm

prioritas Pemerintzn dm/atau menjadi Perharian publik

Bagian Kedua

Maksud dm Tujus

Pasal2

{1) ULP dimar<sudkd untuk mengatut pela}sdad pensadam

bdms / jasa Penerintan atau Pemerintan Daerah.



t2) ULP bertujud unhrk :

a. nenjamin pelrl{sdad Pengada@

terintegrasi atau te.Padu sesud

b. meningkatkm eiektilitas dm elisiensi

rugas fungsi Pemelintan Daeran.

Bagid Kesatu

Kedudukd ULP

Pasar 5

(1) ULP metupr1{d unit pelaksda

Pemenntah atau Pemeiintah Daemh

bddg/jasa lebih

deng@ tata nilai

ddlm pela.ksmam

Bagim Ketrea

Ruag Lingkup

Pasal3

Rude Lingkup ULP helipun :

a. pelakssau pengadad bddg/jasa oleh kelompok ke4a ULP

ydg meliputi Penyelenggdam, pensadas bddg/jasa

pemerintah atau Pemerinta! Daerah y@g dilatsanalm oleh

penyedia baEns/jasa melalui Proses pensadad tdgsuns,

pelelangan/seleksi;

b. pelalsanae peneadad bdds/.jasa oleh kelompok kerja ULP

meliputi pengadam bdug/ja6a pemerintan atau Pemerintah

Daerah yang dilaksmal<d 6ecda sistem elektronik

Pasa14

Pencadaan bdmg/jasa ymg dilal{sdakan ULP adakn :

a. pe.gadad Btraic/Pekerjad Konstnksj/Jasa tainnya de.ss

dilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta ruPian)l dd

b. pengadam Jasa Konsultansi dengm nilai di atas Rp

50.000.000.,00 (li@ puluh juta rupian)

BAB II

KEDUDUKAN, TUOAS POKOK DAN FUNGSI

pensadd bards/jasa



(2) ULP dipimpin oleh seormg Kepaia ydg

bert@gsung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dd Fungsi VLP

berada di baweh ds

Pasal6

(t) ULP mempwyai tugas sebasai berikrt :

a. nenskaji uldg Rencda Udb Pensadm BdanS/Jasa

b. menlusun lencda pemilihd penyedia bddg/jasa;

c. mensumumkd pelaksoad pengadau b4dg/jasa di

website Pemeriitah Daeral Kabupateo Solok dan papan

pengumumd resmi utuk @syarakat, serta menyampakd

k€ LPSE untuk diumumkd Pada Portal Pengadaan Nasiom!

d. menilai kialilikasi penyedia bdds/jasa melalui Pialaalifikasi

atau pasca kualifikasi;

€. melatukm evaluasi admi.istrasi, teknis, dan hdga te.hadaP

penawdan penyedia bddg/jasa;

menjawab sossahdi

menyampel@ hasil Pemilihu dd menyerahka salind

dokum€n pemilibd penyedia bdang/jasa kePada l<PAi

t

c,

h.menyimpm dokumen asli pemilihd penyedja barang/jasai

i. mengusnlkd perubahm Edga Perkiram sendiri, Kerangka

Acud Kerja/spe6ifikasi teldis Peketja@ dm rdcds@

konf;k kepada (PA;

j. membuat laporm dengenai proses dan hasii Pengadad

k. memberikan peitdggunejawaban atas Pel.ksdae kegiatd

pengadm bdeg/jasa kepada PAIKPA;

l, mentusun d@ melaksanaka srategi Pengadam

Bsdg/Jasa di Lingkuns@ ULP;

m. oelaksda&an pensadad bdds/jasa densan

menggual{d si6tem pengadam secda elekronik di LPSE;

n- melsl<sdakan evaluasi terhadap proses Peegadas

bdds/jasa ydg telah dilalsanakan; dm



o- mengetola sistem infomasi @ajen€n pengadam yang

mencakup dokMen pengadm, data sudey harga, daltd

kebutuhd bddg/jasa, daJtd hitam penyedE.

(2) untul< melakssako tugas pokok sebagaitua dimaksud pada

ayat (1) ULP mempunyai tungsi sebagai berikut I

a. peLaydo pengad@ bdang/jasa PemerDtan atau

Pemerintah DaeFhl

b. petalsana@ pensade bdmg/jasa Pemerintah atau

Pemerintan Daerunj dd

c. pengoordlnasian pengadaan bdds/jasa Pemeridtall atau

Pemerintah DaeFh,

Susbd Orgdisasi ULP terdiri ddi I

(r)

, Bagis Keempat

Pasd a

Pengtran mempunyai tuga6 memberikd dahd pelaksdam

pedeadad barang/jasa Pemerintah atau Pemerintah Daerah di

Lingkungd Pemerintah Daeran Kabupaten Solok.

Pembina mempunyai tugas :

a. memdtau kinerja ULP;

b. melakukd evaluasi krnerja ULP I (sahr) keri dalam 1 (satu)

c. memfasilitasi pertusabnan yang trmbul mtde ULP,

Permgkat DaeEh dm Rekand atau Penyedia Bssg/Jasai

(2)



(r l

d. delaldrkd pembahasd smggahd bdding belsa@ Tim

Pembalas Ssggahan Bdding.

(3) Pengdah, Pembina dd Tim Pembanas sangganm Banding

ditetapk@ dengd Keputusan Bupati-

Bagrd Kelima

Kepala

Pasal9

K€pa1a ULP diangkat dm diberhentikd oleh Bupati lag

ditetapkm deng@ Keputusu Bupati.

Kepala ULP medpuoyai tugas :

a. memimpin dd mengkoordinasikm seluruh kesiatan ULP;

b. men usun dm melal<sanak@ strategi Pengad@ ULP;

c. men usun prosm kerja dd dsijdm tiirl

d. mengawasi seluruh kegratan Pengadau Bddg/Jasa di ULP

dan melaporkd apabila ada penyimpdgan dan/atau i,rdikasi

e. membuat lapord pertanggwgjawabs atas pelalsdam

kegiatm Pengadaan Bdmg/Jasa kepada BuPati;

I melakssakan pengembdgd d@ pembinaan sumber Daya

s. menugaskan/menempatkd/memindahkd mggota ULP ke

dal@ Kelompek Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhd/bebd

h. mengusulko pemberhentian anggota ULP kepada Bupati,

apabila rerbuktr melalukan peldged& leraturan

perunddg-undmgo dm/atau KKN; dd

i. mensusulkd pejabat funssional umum/jabatm pelaksea/

pegawai Pemerintal Daerah KabuPaten Solok dengm

Perjanji@ Keia sebagai personil sekretalat ULP sesuai

dengm kebutuhd.

Kepala ULP hm6 memenuhi persyaratan sebagai berikut :

.. Peeawd Negeri Siprl berpFidrdil'd mi 'rdl S .

12)

b. memlliki intesritas moral, disiplin dan tmggung jaw+ da.l@

(3)

meLal{sdalff tuBas;



( l )

(2)

(3)

c- menanmijenis pekerj@ yds menjadi tugas ULP;

d. memanmi metode dan prosedur pengadaan ber)asarkd

ketentuan peraturan peruoddg-undangan ydg berlal{ui dd

e. trdak mempunyai hubugan keludga dengd pejabat yug

mengmgkat dd menetapkannya sebagai Kepala ULP.

(4) Dal@ melaksmar.m tugas Kepala ULP dibmtu oleh Sekretariat

Bagian Keend

Sekretdiat

Pasal l0

Sekretariat ULP dipimpin oleh seor@g Sekrtdis ymg diangkat

dd diberhentikan oleh Bupatr ydg ditetaPkan dengan

Dal@ melsksdaLm tugas Sekretdis dibmtu oleh beberapa

ordg dggota ydg ditetapko dengd Keputusan Bupati.

Sekretdis h,rus memenuhi persydatd sebagai berikutl

a. Pegawai Negerl Sipil berpendidikd paling rendah S1 atau

pmgkat palinc rendah Penata Muda (Golonsd lll.a)

b. memiliki integritas moral, disiplin ds tanggung jawab dald

melaksoakan tugas.

seketariat mempunyai tugas sebagai berikutl

a. mel.ksmaLd. peng€loLan urusan keudgd, kepegawaQn,

ketatausahan, perlengkapm, dd rumah tangga ULP;

b. menginventdisasi pa&et-paletymg 6tan dileldg/diseleksij

c. nenyiapkd dokumen pendukung dd infomasi ]@s

dibutubkan Pokja ULP;

d.memrasilitasi peLaksdam pemillhan penyedia bdang/jasa

yds diraksdar.d o]€h pokja ULP;

e. mengagendatan de mengooldinasikd sdSgahan yang

disdpaikm oLeh penyedia bdms/jasa;

I mengelola sisten pengadad dd sistem informasi data

manajemen pengadad untuk mendulug pelaksmmn

pensadad btrmc/jasa;

g. mengeLola dokumen pensadad bdss/jasaj

(4)



h. melakuk@ pens€ndalian, evdluasi terhadap pelaksd.d

pengadam dan mentusun laporan;

I

Bagid Kedelapd

Pokja ULP

Pasal 11

(1) Pokja ULP dibeotuk untuk membdtu Kepala dalam proses

pensad@ bddg/jasa yus ditunjuk oleh Bupati

(2) Pokja ULP hms memenuhi persydatd sebagai berikut:

d. mem,l,ki integri!as. dis.Plin dd rdegus jasab dalam

melaksuakm tugas;

b. memahami pekerjad yds al{d diadakd;

c. memah@i jenis pekerjae tertentu yans menjadi tugas

kelompok kerja ydg bersdgl<itei

memanmi isi dokumen, metode d@ Prosedur pengad5d;

tidat dempunyai hubungan keluarAa dengs pejabat fang

nenyiapkan dm men8oordinasikd tim teknis da. staf

pendukunA ULP d€lm proses pengadam bddg/lasa; dd

melaks@aLd 
'tugas lain ydg diberikd oleh Kepala ULP

sesuai dengm tugas dd fungsi.

menetapkdnya sebaga kelohPok kerjaj

I memililo sertfikat keahlid pengadaan bdmc/jasa sesuai

dengd kompetensi ydg dipersydatkd; dan

g, man@datdgdi Palta Lateeritas.

(3) K€wenangan Pokja ULP meliputr:

a. menetapkd Dokumen Pengad4n

b. menetapkan pemenane udtuk:

l)Pelelaosd atau Penunjukld Lsgsuns untuk paker

Pensadam Bddg/Peker.jm Konst4ksi/Jasa Lainnva

)ang bemi la .  pa l ing jn88r  Ro IOOOOOOOOOOO- ' " " r " r ' '

miliar rupiah); atau

2) Seleksi atau Penunjukkd LogsuA untuk paket

Pengadam Jasa Konslltdsi yog bernilai paling tinggi Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh niLid ruPian).

c, mengusulkd peneiaPd peoensg kepada PA:



l)pada Pelelansd atau penyedia pada Penunjukkan

L@ssus untuk pa!€t Pengadad Bdes/Pekerj@

Konstmksi/ Jasa Lainnya dengd nilai diatas Rp.

100.000.000.000, (seratus milid rupiah); atau

2)pada Seleksi atau penyedia pada Pedunjukd Langsung

untuk pat€t P€ngadad Jasa (onsultosi denAd nilai

diatas Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milid rupiah) melalui

d. mensusulkan kepada PA/KPA agd Penyedia Baranc/Jasa

ydg melak*an perbuato dan tindak@ seperri pempw,

pemalsud ds pelanggdd lainnya untuk d&ena&d sdksl

pencutumd dalam Daftd llitd; dd

e. memberikm seksi adminisratif kepada Penyedia

Bd@s/Jasa yog melakukd pelanggard, perbuatan atau

tindaku sebagaimda ydg berlaku ddd Peratu@ Presiden

Nomor 54 Tsiu 2OI0 tent@g Pengadad Bddg/Jasa

Pemerintah beserta petubondnya.

Pasal 12

(1) Tugas Pokja ULP meliputr:

a. mela]'ako kaji ulds terhadap sPesilikasi dan Hdsa

Perkird Sendi.i palet-paket ydg akan dileldg/seleksi;

b. mengusulkd perubahd Harga Perl'iraan SendiE, Kerangka

Acud Kerja/. spesinkasi teknis peke.jl@ dm rmcmsm

kontrak kepada KPAj

c. menusu rencma pemilihd Penyedia Ba@g/Jasa dm

menerapkd Do]\amen Pengadad;

d. melal{ukd pemilihs Penyedia Bdans/Jasa mulai dari

pengumumm kualifikasi atau Pelelmgan sdpa dencd

menjawab sdggan;

e. mengusulkan penetapd pemendg kepada PA:

1) pada Pelelmsd atau penyedia pada Penunjukkan

lassug untuk palet Pensad@ Bddg/Pekedad

Konstruksi/ Jasa Lainnya dengd nila diatas Rp-

100.000.000.000, (seralusmiliarrupia]l); atau



2)pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukd langsung

untuk paket Penga.lad Jasa Konsultdsi dens:n nilai

diatas Rp. 10.000.000,000,- (sepuLuh milid rupqh) mel€lui

I menetapkd pemendg untuki

1)peleldge atau Penunjukkan L@gsung untuk paket

Pensadd Bddg/Pekerjam Konstruksi/Jasa lainnya

ydg bemilai paling tinegi Rp. 100.000.000.000,- (seratus

miliar rupiah) j atau

2)seleksi atau Penunjukk@ Ldgsung unruk paLet

Pengadad Jasa Konsultdsi ydg bemilai paling tinggi R!.

10.000.000.000,- (sepulun milar rupiah).

g. menympaiko Berita Ace Hasil Pelelmgd/Berita Acda

t{asil Seleksi kepada KPA melalui Kepala ULP;

h. membuat lapo.d hengena proses dan hasil Pengadaan

Bddg/Jasa kelada Kepara ULP;

i, membenk@ data dm info!@si kepada KePala ULP mengenai

Penyedia Bdds/Jasa yang m€lakrkm Perbuate sePerti

penipu@, pemalsud dan peldggtud lainnya; du

j. mensusulkd bdtuan Tim Teknis dm/atau Trm Ahli kePada

Kepala ULP.

DalM melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dm setiap anggota

Pokja ULP mempudyai kewendgan yang sma dalam

pengdbil@ keputuse ysg ditetapkan berdasdkd suda

Penetapd pemenmg oleh Pokja sebagaimana dimalsud Pada

ayat (1) huruf f, tidat bisa dis@ssu gusat oleh Kepala ULP-

Ancsota Pokja ULP dapat beftugas d@ menjadi Pejabat

Pengadm di luar ULP.

t2)

(3)

(4)

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

(l) ULP wajib berkoordinasi dd menjalin hubungan keiar denem

permgkat daeran ydg akan memanfaatkan bddS/jasa y@s

diadal{d dd perangkat daeran terkait lannya.



(2) ULP wajib berkoordinasi

LKPP.

dm denjalin hubunsm kerja dengan

Pasal 14

(1) Hubunsan kerja ULP dengm Peranskat Dae.an sebagaimana

dimal<sud dalm pasal 13 ayat (1), meliputi:

a. menyampaik@ lapo.d Periodik tentmg perkembanga

b. mengadakd konsultasi secda periodik atau sesuaj dengan

kebutuhd dalam ldgka penyelesaian persoalm yeg

dihadapi dJn proscs peng€dc.r bdds/jesa:

c. medberikan pedoman dd petunuk kepada Pe@gkat Daeran

delam penlusunan rencda pengadaan bddg/jasa; dan

d. melaksdakan pedomd dan petunjuk Pengendalian

pe.aksdnad prneadad odec/iasa ydc iibcnkd BuoaL.

(?) Hubuncm ke.ja ULP densd LKPP sebaeaimaa dimaLsud

dard pasal 13 ayat (2), meliputi:

a. penympaid Laporan hasil pelalsanaan pensadaan

bdmg/jasa sesuai densd pedodan y&g ditetapkd oleh

LKPPi

b. konsultasi sesuai dengd kebuluh@, dald rdgka

penyelesaid persoale ymg dihadapi dalam proses

pengad@ bddc/jasa;

c. koordinasi dalam pela.ksdad tugasnyar dd

d, penympaid hasukm untuk perumusd strategl dd

kebija&d pensadam bar@s/jasa.

Pasa]15

Mekdisme kerja Pokja ULP adabn sebagai berikut :

a. Pe.dgkat Daeran menydpaikan dokumen pengadad beruPa

Czmbd, Rencda Anggdan Biaya dm spesilikasi teknis serta

Dokume! PeLaksana@ Anggdm keglat@ bersmgi'ate kepada

b. Sekretdiat melalukd verifrkasi dd sinkronisasi mttra

dokmen pengadaan dengo Anggdd Pendalatd dm! Beldja

Daerah dd Dokumen Pelaksdaan Anssdm selda 2 (dua) hari



c. Khrlsus unhrk Hdga Perkiraan Sendiri disdpaikd langsung

oleh Perdskat Daeran kepada Pokja densd dinasuikan ke

dalm dplop yeg tertutup (dilak) j

d. Dokumen yang lidak lengkap atau tidal< s€suai dengd Anggdm

Pendapata dd Beloja Daerrn du Dokumen Pelz}smad

Anggdd dikembalikd kepada Permgkat Daerah yang

e. Apabila dokben telai sesua dm lengkap, Kepala ULP

menugaskan atau mendistribusikd melalui Sekretdiat kePada

I Pokja memeriksa kelengkapan dd kebende dollmen teknis

pengadas selara 3 (tiga) hdi kerja, aPabila ada kesabnm atau

kekurded dikembalike pada Permgkat Daerai terkait melalui

g- Dokumen ysg telah diperbaiki oleh Perangkar Daeran

dikenbdlikd kep"d. Pokj€ melalu. Sek(tar'r':
L .Psker  pFkelafu orumumkdn mela lJ i  papm pFngumume resr i .

media @ssa dd website untuk peneadad dengd 6istem LPSEj

i. Pokja melakuka proses peneadad Barang/Jasa sesuai dengm

ketentud peraturd perundang-undangan;

j. Pokja men€tapkm petuenans, diumumkan delalui Papd

pengumumd resmi dan/atau website unluk pengadad denge

k- Pokja melalui .Sekretanar menydpaikd lapora. hasil

pelaksanao pensadaan Bdmg/ Jasa kepada Peranckat Daerah

ymg bersmgkutd; dd

!. M€kmisme keda Pokja ULP sebagaimma tercdtum d€lm

Lddrd 1 yang merupakd bagid tidal terpisahkan dari

Peraturd Bupati ini.

Pasal 16

(t) Peserta pem ihd P€nyedia Bdas/Jasa yms merasa

dirusiko, baik secaa sendiri maupun bersEma'sda dengd

peserta laimya dapat dengajukan sanggan@ secda tertulis

apabila menemukd:

a. penlmpangd terhadap ketentum dd prosedur yans diatur

sesuai peFturan perundms unddgd ydg bellal<u de



ydg telah ditetapkd dal@ Dokumen P€neadad

b. adanya rekayasa ydg mengal<ibatkan terjadinya Persaingan

yang tidaL sehat; dd/atau

c. admya penyalahgunaan wewenmg oleh ULP dd/atau

Pejabat ydg beMenang lainnya.

(2) suEt s@eisanan disampaikd kepada Pokja ULP dd

ditembuskd kepada PA/KPA dan lnspektorat paling lambat 3

(tiea) hdi kerja unluk Pelelancd/seleksi Sederhma dan

Pedilihan Lussus, sedangkan Etuk Pelelangd/seleksi

Umb palins lmbat 5 (lima) hdi kerja setebn Pengumuman

(3) Ketentud sdgganan sebagaimana didaj{sud pada avat (1)

sebagai berikur :

d. sdggahan disdp-iks se!tra rerulis rkepadd Pokis -!P

disertai bukti-buktr terjadinya Penyimpange dengan

tembusan pallag kudg dis@laikan kepada Inslekturi

b. Pokja ULP hes memberikan jaivaban secara proPosional

sesuai deng@ tmsalahnya dengd keteniud sebagai

1, apabila pelal{sdad evaluasi tidak sesuai dengan

ketentud yang ditetaPkan dalam dokmen pemilihan

penyedia bdmg/jasa kdena ke6alahd atau kelalaian

Pokja uLP,. maka Kep€la ULP memedntahkan Pokja ULP

meLalukan eraluasi uldg;

2. apabila terbukti terjadi Kotupsi, Kolusi dm Nepotisme

(KKN) @tda Pokja densm Peserta lelds, Kelala ULP

menggugurkd penaward Peserta yde terlibat KKN

tersebut dd melzkukd penggotim Pokja untuk

dilatsmakan tender uldgi

3. pese.ta lelang yang terlibat KoruPsi, Kolusi dan Nepotisme

dan rekayasa pihak-pjhak tertentu yang mengakjbatke

peLelangan tidak adil, tidaL trdsparo atau tid€l teijadi

persaingd sehat dikenakm sanksi beruPa Pencairo
jdinan penawdd dan dilddg untuk m€ngilniti

kegiatm pengadaan bddg/jasa di lingkungan Pemerintan

Daerai Kabupaten Solok selama 1 (satu) tanun; d@



4. apab a pelaksdaa Pelelmgd ridalr sesud dengan

prosedur ymg ditetapkm dalM dokumen plmilho

penyedia bdang/jasa, maka dilalak@ pdelmgs Drdg

.limulai dali pengumumd kembali oleh Pokja ULP vans

telah diganti sebagaimana dimaksud pada angka 2

(4) Pokja ULP wajib memberikd jawabd tertuxs atas semua

smesahd paling ldbat 3 (tiga) hdi kerja untuE

Peleidgd/Seleksi sedelhda dd Pemili]1d Ldgsuns'

sedansrd untuk Peleiansd/Seleksi Umum Palins lambat s

i ,mrJ na- i  kerra s_re l€h surcr  sdssJrm d i rF '  nd

Pasal17

(1) Peserta ydg tidat puas densd jawabo smgsand dari Pokja

ULP dapat mengajuk€n socgalld bandnrg kepada BuPati aiau

kepada Pejabat vans meneima lenugasdii untuk meniawab

sansgaian bandins palins l@bat 5 (lima) hari kerja untuk

Pelelangd Umm/seleksi Umum/Pelelangm Terbatas' de

paling ldbat 3 (tisa) hdi kerja untuk Peleldean

se.lerhoa/seLeksi Sederhana/Pemilihan Lanssus setelan

diterimdYa jawabd sdccahan

(2) Peserta ymg mengajukd segganm Bdding wajib

meoyer.hkan Jdind Sdggalld Banding veg berlalu 15

(lima belas) hdi kerja sejak pengajuan sdssahd Bddinc

untuk Pelelangan Umum / seleksi Umum / P€lelansu

Terbaras, .lan 5 (lima) hdi kerja untuk Peleldgan sederhma /

seleksi sederhda / Pemilihd L@gsuos'

(3) Jamind Sdsganm Bdding diretapkd sebesd 1 %o (satu

Permj! dari nilai total Ha.Ca Perkirad Sendiri

(4) sansganan Bdding mensh€niikan Proses Peleidgan / seleksi

(5) sdgga.hd Beding disdpakd kepada Bupali melalui (ePala

Bagiu Pembmgun@ de selajutnva dibanas dalm Tim

Pembahas sangganan bdding-

(6) Hasil pembahasd tim sebasaimda dimalsud lada avat (s)

berbentul< rekomendasi kepada BuPati'

(7) Tim sebasadana dimaksud pada avat (5) terdiri dan :r

a- Pembina ULP;

b. Kepala ULP;



c. Pokja ULq

d. PA da/atau KPA kegiat@ terkail dD

e. T enasa anli (jika diperlukm).

(s) Bupatr dapat menugaskd Sekretdis Daerah atau Kepala

Pe@gkat Daerah memberikd jawabd atas semua sdasahd

bdding kepada penvdggah bmding Paling 1@bat 15 (liIm

belas) hdi kerja setelah sua! ssg€anan banding diterima

utuk Peleldgan Umum/seleksi Umum/Peleldgan'rerbatas

se.ta 5 (!ma) hdi keria u!tu1< Peleidsd Sede'hda / S€lehi

sederhda / Pemilih@ L@gsuns'

(9) Dalam hal sanggand bmding dinvatal{an bena' Bupati

memeriotal*an Pokja UlP/Pejabat Pengadaan melakukan

evalusi ulang atau Pensad@ Bddg/Jasa ulds 'lan

J@inan Suggahan Bdding dikembalikd kePada

(10) Dalam hal smgcanan banding dinvatakan salah Bupati

o€merintal*@ asd Pokja ULPlPejabat Pengadas

meldjutkd pioses Pensadaan Barang/Jasa dan J@ind

Sdggairs Banding .licaltkm dd disetorkd ke kas

Nesda/kas Daerarl keoali jawaban sansgahd b@ding

meldpaui batas waktu vang telah ditetaPkan-

BAB IV

, KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal la

(1) Ancgota masing masing Pokja ULP beriulnan sasal

beranggotakd Paling kurdg 3 (tiga) orang dan daPat ditmbah

sesual dengan kebutuhd dd kodPleksitas Pekerjad' vmg

terditi ddi I (satu) ords ketua, I (satu) ormc sekretaris dan l

(satu) atau 3 (tiga) ordg mggota-

(2) Dald menugaskd Anssota Pokja ULP, KePala ULP

memperhatike komPetensi dd rekm jejal< Ansgota Pokja ULP

(3) Kepata, sekretans dan Pokja ULP melaluko tindake vdg

melansgd prinsip-prinsip Pensadad baEng/jasa rdiberikan
ssksi sesuai .leng@ ket€ntue peraturan Perunddg_undangm



Pasal t9

ULP melaksaak@ pelelangan s€cda elektronik

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal20

(1) segala biaya ydg dlPerlukm untuk menunjang keldcaran

tugas ULP dibeban&d kepada Anggdd Pendalatd dan

Bel@ja Daeran Kabupaten solok

(2) Kepada Pengdan, Pembina, Kepala ULP, sekrertris, Kelompok

Keda Pokja ULP, Anggota Sekretdiat dd staf pengzLfud

diberiko tunjdem khusus sesud dengan kemdpuan

keuange daeran.

(3) Pemberim tunjdsan knusus sebasaimda dimaksud pada avat

(2) berpedoman pada Peraturd Bupatl tent€ng Stddd Biaya di

Lingkungd Pemerintah Daeral lhbupaten Solok

BAB VI

PENUTUP

Pasa]21

Pada saat Pe.atutd Bupati lni mulai berlaku, Peraturan Eupati

Solok Nomor 47 'tahDn 2O\2 tentang Unit !svd@ Pengadaan

Bd@g/Ja6a dd Laymm Peneadad Secda Elektronik di

Lingkungm Pemerintal Daerall Kabupaten Solok (Be.ita Daeran

Kabupaten solok'fahun 2012 Nomor 47) dicabut dd dinvatakd



PAB \'1
Pa6a122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tdggal diundangkan.

Agd setiap orang mengetanuinya, memerintankd pengundangan

Peraturd Bupaii ini dengan penempatdnya dalam Berita Daerah

SOLOK

2Q\7

BUPATI

Diundangkd di A.osuka

pada tdgAal I o(oVor 2oq

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOi.QK,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOKTAHVN 2017 NOMOR 4

GUSMAL


